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ABSTRACT

The title of this research is “Quantitative Analy&arnings of Advertising
Tax towards Regional Ordinary Earning GovermentiBegl Tasikmalaya City in
Dinas Pendapatan kota Tasikmalaya”. Dinas pendapa{®IPENDA) kota
Tasikmalaya is one Institution of Geverment mowinmuster Regional Ordinary
Earnings in Tasikmalaya city. One type from Regio@xdinary Earning
Tasikmalaya city is Advertising Tax. This reseaath to know how percentage of
earnings advertising tax towards regional ordinagrning gevernment regional
Tasikmalaya city in Dinas pendapatan kota Tasikiyaland ti know how of tax
worker do observation. Method of research used bthad of Deskriptive Ratio.
Having taken steps analyze and the problem solwtigter get conslusion that
percentage earnings of advertising tax towars regbordinary earning goverment
0.736%. while effort ti increase observation amtagworkw=er to tax prayer that
is improve observation process throught monitoidhgervation and operation for
as diametrical as collection prosess, apply morketent sanction to tax-dodger
and to worker which impinge regulation of accordtognvitation going into effect,
improve sercice to tax payer, give socializationtag payer, arrange in order
advertising which not yet paying tax of its adv@nt), make —up of quality of SDM
in Dinas Pendapatan Kota Tasikmlaya.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kehadiran ilmu Akuntansi dan teknologi membawa pehan alur informasi terlaksana
dengan praktis,cepat serta dinamis. Hal ini dapahbawa dampak perubahan-perubahan pada
berbagai bidang khususnya bidang administrasi stiatu bidang yang mempunyai koneksitas
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dengan keuangan. Kondisi tersebut menimbulkan kkrengan pemanfaatan informasi dan
teknologi yang bertujuan untuk mencapai keefektifeaupun keefisien dalam pelaksanaan kerja.

Perkembangan pembangunan di negara kita dewadieaisakan meningkat dengan cepat.
Kota Tasikmalaya merupakan salah kota yang berkegdekawasan Jawa Barat. Hal ini dapat
kita lihat dengann adanya pendirian perusahaarspbaan baik yang berrgerak dibidang
perdagangan maupun jasa. Untuk memperkenalkan mgsahtah satu cara yang dipergunakan
perusahaan adalah dengan memeasang reklame. Dbaggaknya perusahaan memasang
Reklame,ini menandakan bahwa akan semakin bertaiphgiendapatan pemerintah daerah yang
berasal dari pembayaran Pajak Reklame.

Dinas Pendapatan (DIPENDA) kota Tasikmalaya ada#dah satu Instansi pemerintah
yang bergerak untuk menghimpun Pendapatan Asli dbaeli wilayah Kota Tasikmalaya.
DIPENDA kota Tasikmalaya ini beralokasi di jalanés@eng Trisnasaputra No.5 Tasikmalaya.

Adapun jenis pajak daerah kabupaten/kota berdasatkdang-undang Nomor 34 Tahun
2000,tentang perubahan atas Undang-undang Nom®ali@n 1997 ,tentang Pajak Daerah dan
Restribusi Daerah dan PP No0.65 Tahun 2001 tentajadx Paerah yaitu:

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak penerangan Jalan

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
g. Pajak Parkir

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ameipi§) judul “Analisa Kuantitatif
Pendapatan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asliiald Pemerintah Daerah Kota
Tasikmalaya di Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya”.

LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak
Definisi pajak yang telah dikemukakan oleh banyakybis banyak sekali, salah satunya

menurut P.J.A.Andriani mengungkapkan:
Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipayang terutang oleh yang wajib
membayarnya menurut peraturan-peraturan,dengahk titendapatkan prestasi kembali,yang
langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalabkumembiayai pengeluaran-pengeluaran
umum berhubungan dengan tugas Negara untuk meggalerkan pemerintahan.
Sementara itu Rochmat Soemitro menjelaskan:
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara bekdasaUndang-undang(yang dapat
dipaksakan)dengan tidak mendapat jasa timbal(kor@stasi),yang langsung dapat ditunjukan
dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Dari definisi tersebut,dapat disimpulkan bahwa paj@miliki unsur:

a. luran Rakyat kepada Negara

b. Berdasarkan Undang-undang

c. Tanpa Jasa Timbal balik atau Kontranprestasi

d. Digunakan untuk membiayai Rumah Tangga
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Fungsi Pajak
Menurut Yusdianto Prabowo,ada dua fungsi pajaluyait
1. Fungsi budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untulbiagan pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur/Regulasi
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksarakaerintah dalam bidang sosial dan
ekonomi

Sistem Pemungutan Pajak
Di dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia petddua sistem sebagai berikut:
1. O fficial Assessment System
Yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewghkapada pemerintah(fiskus)untuk
menetukan besarnya pajak yang terutang oleh wajakp/NP).
Ciri-cirinya:
=  Wewenang untuk menentukan besarnya pajak teruttmgada fiskus
» Wajib pajak bersifat pasif
» Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat kettapajak oleh fiskus
2. Self Assessment System
Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang membevieavenang kepada Wajib Pajak untuk
menentukan sendiri bearnya pajak terutang.

Definisi Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebadpgyaran atas jasa atau pemberian
inij tertentu yang khusus di sediakan dan atau efiakan oleh pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Yang di maksud dengan jasa adalah kegitan PerakriDaerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang,fasilitas ataarkaatan lainnya yang dapat di nikmati
oleh orang pribadi atau badan.

Pengenaan Retribusi Daerah atas penyediaan jasariR@h Daerah di sederhanakan
berdasarkan pengggolongan jasa yang di sediakhrPel@erintah Daerah,antara lain:

a) Retribusi Jasa Umum
Objek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yasgdiakan atau di berikan Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatamugsaita dapat di nikmati oleh orang
pribadi atau badan.
Subjek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yasglidkan atau di berikan Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatamugaita dapat di nikmati oleh orang
pribadi atau badan.
Yang termasuk jenis-jenis Retribusi Jasa Umum.yaitu

Retribusi pelayanan Kesehatan

Retribusi persampahan/kebersihan

Retribusi penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Pduican dan Akta Catatan Sipil

Retribusi pelayanan Parkir di tepi jalan umum

Rertribusi pelayanan parkir kendaraan bermotor

Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

ogkrwnE
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7. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
8. Retribusi penggantian biaya cetak peta

b) Retribusi Jasa Usaha
Objek Retribusi jasa usaha adalah Pelayanan yaedidkan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip komersial.
Subjek Retribusi Jasa Usahaa adalah orang prit@dadan yang menggunakan/menikmati
pelayanan jasa usaha yang bersangkutan

c) Retribusi Perijinan Tertentu
Objek Retribusi Perijinan Tertentu adlaha kegidatatentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan gangksud untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pensanfaahg, pengguna sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertamta gelindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.
Subjek Retribusi Perijinan Tertentu adalah Oranipdéli atau Badan yang meroleh ijin
tertentu dari Pemerinta Daerah.

Definisi Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran yang dilakukan oleh opaifiadi atau badan kepada daerah
tanpa imbalan yang seimbang, yang dapat di pakdsdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, Uang digunakan untuk membiayai pemggjaraan Pemerintahan Dearah dan
Pembangunan Daerah.

Adapun jenis pajak Daerah Kabupaten atau Kota Bar#tan Undang-undang No. 18
tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi h@amperaturan Pemerintah No. 65 tahun 2001
tentang Pajak Daerah adalah :

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Pengeambilan Bahan Galian Golongan C
g. Pajak Parkir

Definisi Reklame

Reklame adalah benda,alat kegiatan atau mediargangrut bentuk susunan dan
corak ragamnya untuk tujuan komersil,dipergunakamkimemperkenalkan,menganjurkan atau
memujikan suatu barang,jasa atau orang maupun umeRarik perhatian kepada suatu
barang,jasa atau orang yang ditempatkan atau yapaf dilihat,dibaca dan atau didengar dari
suatu tempat oleh umum,kecuali yang dilakukan pkgherintah.

Definisi Pajak Reklame
Dasar Hukum Pajak Reklame yaitu:
a. Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2003 tentang”pag&laie”
b. Keputusan Walikota Tasikmalaya No.5 thn 2003 temptaRetunjuk pelaksanaan peraturan
daerah kota Tasikmalaya no 5 thun 2003 tentand Rg&lame”.
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Objek Pajak-pajak Reklame adalah sebagai berikut:

©CoNOOTRWNE

Reklame Megatron

Reklame Video Wall

Reklame Dinamics Wall

Reklame Billboar atau Bando jalan

Reklame Papan(papan.Neon Sigma,Template,Baligo)
Reklame Kain atau Spanduk

Reklame Selebaran atau brosur

Reklame film/slide

Reklame peragan(permanen,tidak permanen)

10 Reklame udara atau balon
11.Reklame standar

Sedangkan yang tidak termasuk sebagai objek pdglata

1. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah PusatiDaera

2. Penyelenggaraan Reklame yang sifatnya sosial diabai

3. Penyelenggaraan Reklame lainnya diluar ketentuauf hulan b yang akan ditetapkan Kepada
Daerah

Wajib pajak Reklame adalah orang pribadi atau bgdag menyelengarakan reklame

Dasar pengenaan dan tarif pajak reklame yaitu:

a.
b.

C.

g.
h.

Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame

Nilai sewa Reklame dihitung berdasarkan pemasalagaa,pemasangan,nilai strategis
lokasi dan jenis reklame

Dalam hal reklame di selenggarakan oleh orang griatau badan yang memanfaatkan
reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasgemeliharaan,lama
pemasangan,nilai strategis,lokasi dan jenis reklame

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak kgtigka nilai sewa Reklame ditentukan
berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa k/ipasa
pemasangan,pemeliharaan,lama pemasangan,nilagsttiikasi dan jenis Reklame

Hasil pajak ditetapkan sebesar 25%(dua puluh lieragm) dari nilai perhitungan sewa
reklame

Besarnya pajak adalah jangka waktu yang lamanyaa sdengan jangka waktu
penyelenggaraan reklame

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya samegade jangka waktu
penyelenggaraan reklame

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada sagefenggaraan reklame

Penetapan nilai jual objek pajak reklame dan siedtegis pemasangan reklame sebagai

dasar perhitungan pajak reklame,yaitu:

1.

2.

3.

Nilai jual objek reklame dan nilai strategis penmagsmn reklame dan nilai strategis
pemasangan reklame sebagai dasar perhitunganrpkjakie di daerah kota Tasikmalaya
Nilai pajak Reklame(NSR)sebagaimana dimaksud padiand kedua surat keputusan ini
adalah: nilai strategis pemasangan Reklame(NSRR)dah nilai jual objek pajak reklame
(NJOPR)

Yang di maksud dengan nilai strategis sebagai ndimaksud pada diktum ketiga surat
keputusan ini klasifikasi jalan ditambah nilai &gk penempatan/kepadatan pemanfaatan
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4. Jumlah pajak terutang dalam masa pajak adalah(NSRnmfah pemasangan X lama
penyelenggaraan) X 25%.

PEMBAHASAN

Analisa Penelitian

Berdasarkan data jumlah pajak Reklame dalam 3 terakhir dari tahun 2003s/d 2005
di Dinas pendapatan kota Tasikmalaya sangat beapaeimgerhadap pendapatan asli daerah Kota
Tasikmalaya. Metode untuk menghitung berapa prasernyang ingin di ketahui yaitu dengan
menggunakan metode Rasio Deskriptif.

Berdassarkan data yang diperoleh bahwa jumlabsedi pajak reklame dari tahun ke
tahun meningkat dengan melebihi target yang dimgian. Dengan demikian pendapatan asli
daerah akan meningkat terus salah satunya darigyerdn pajak reklame.

Upaya Pengawasan terhadap Pajak Reklame

Berdasarkan visi dan misi Dinas pendapatan dassthTkasikmalaya disebutkan dalam
misinya Yyaitu’miningkatkan profesional dengan up@glaksanaan pelayanan prima”. Dengan
demikian profesionalme aparat pajak perlu ditingkat melalui peningkatan
wawasan,pengetahuan dan keterampilan dalam bidaglapatan daerah supaya tetap
terpeliharanya kepercayaan wajib pajak terhadapabpsajak sebagau upaya pelaksanaan
pelayanan prima.

Sedangkan upaya untuk meningkatkan pengawasarram@garat pajak terhadap wajib
pajak yaitu:
1. Memperbaiki proses pengawasab melaui pemantaugawasaan dan pengendalian atas

seluruh proses pemungutan

2.  Menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap pgaknggpjak dan terhaap petugas yang
melanggar peraturan sesuai perundang-undangarbgaliagu
Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak
Memberikan sosialisasi terhaap wajib pajak
Menertibkan reklame yang belum di lunasi pajalaeiénya
Peningkatan kualitas SDM Di PENDADA Kota Tasikmalay

ook w

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Dari hasil pengumpulan dan penganalisaan data tgdedy dilakukan maka dapat menarik
kesimpulan yaitu:
1. Persentase dari pendapatan jumlah Pajak Reklantadagy pendapatan asli Daerah(PAD)
pemerintah Daerah kota Tasikmalaya yaitu 0,736%.
2. Upaya untuk meningkatkan pengawasan antara pepaggis terhadap wajib pajak yaitu:
a. Memperbaiki proses pengawasan melalui pemantauagap@san dan pengendalian atas
selurus petugas pemungutan
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Menerapkan sanjsi yang lebih tegas terhadap peaurggjak dan terhadap petugas yang
melanggar peraturan sesuai perundang-undangarbgaliagu

Meningkatkan pelayanan terhadap pembayaran pajak

Memberikan sosialisasi terhadap wajib pajak

Menertibkan reklame yang belum dilunasi pajak neldaya

Peningkatan kualitas SDM di Dinas Pendapatan ddert@hTasikmalaya.

Dengan perlunya peningkatan wawasan,pengetahuankel@nampilan aparat pajak
khususnya dalam bidang pendapatan pajak reklama alan tetap terpeliharanya kepercayaan
wajib pajak terhadap aparat pajak sebagai upagksshaan pelayanan prima.

~® o0

Saran

1. Dinas pendapatan memberikan pelatihan layamamapterhadap aparat pajak khususnya
bagian pajak reklame supaya wajib pajak tidak kecgafam pelayanan yang di berikan.

2. Aparat pajak khususnya di bidang reklame aglausnengontol reklame yang akan kadaluarsa
supaya wajib pajak tidak dikenal sanksi dn dinasdppatan dapat mengganti Reklame
tersebut dengan Reklame yang lain untuk mempepsabapatan daerah.
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